
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Kekuatan hukum alat bukti surat perjanjian jual beli yang dibuat di
hadapan camat dan implikasinya terhadap pembuatan akta jual beli di
hadapan PPAT (Studi kasus perkara tuan mk, dkk vs. tuan rs, dkk
(Putusan Mahkamah Agung nomor 3063/K/PDT/2019)) = Evidentiary
power of sale and purchase agreement made before the subdistrict head
and its implication for making a deed oF sale and purchase before PPAT
(Case study of tuan mk, dkk  vs. tuan rs, dkk (supreme court number:
3063/K/PDT/2019)).
Anissa Karina, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20513845&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Salah satu bentuk kepemilikan hak atas tanah adalah hak milik. Pada dasarnya, prinsip jual beli tanah dalam

hukum adat adalah sah bila memenuhi sistem terang dan tunai. Sementara dalam hukum nasional, Pasal 616

KUHPerdata mensyaratkan perlu dibuatnya suatu akta otentik sebagai bukti terjadinya jual beli dan

peralihan hak atas tanah. Akta otentik ini berlaku sebagai bukti penyerahan yuridis atas tanah tersebut. Pada

penelitian ini, bukti jual beli adalah “Surat Jual Beli Tanah” yang ditandatangani oleh pihak penjual dan

pembeli dengan disaksikan oleh Kepala Desa/Camat sebagai PPAT Sementara (PPATS). Pokok

permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai keabsahan jual beli dengan alat bukti Surat Perjanjian

Jual Beli dilihat dari hukum adat dan hukum nasional dan kekuatan pembuktian dari akta/surat yang dibuat

di hadapan PPATS. Kekuatan hukum berupa alat bukti surat ini juga dapat mempengaruhi putusan hakim

termasuk kekuatan pembuktian alat bukti surat yang dibuat oleh PPATS. Penulisan penelitian ini

menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menelaah asas-asas

hukum dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini akan membahas mengenai transaksi jual beli

tanah dengan alat bukti Surat Perjanjian Jual Beli yang dilakukan di hadapan Camat dalam kedudukannya

sebagai PPATS dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta yang dibuat di hadapan PPAT.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Surat Perjanjian Jual Beli dikategorikan sebagai akta di bawah tangan dan

untuk dapat memiliki kekuatan sebagai alat bukti diperlukan bukti tambahan lainnya, seperti keterangan

saksi-saksi dan tidak ada penyangkalan terhadap jual beli tersebut.

......Right of ownership is a type of rights over the land. In principle, buy and sell of land in Adat Law is

legitimate if it is met the requirements of terang and tunai. Meanwhile according to the national law, Article

616 Civil Law requires a notarial deed as a proof of legal transaction and transfer of right has been taken.

The notarial deed applies as a juridical transfer over the land. In this research, the proof is “Surat Perjanjian

Jual Beli” made between the seller and buyer in front of the Head of Subdistrict (Camat) as a PPAT

Sementara (PPATS). Research problem of this research will be discussing about the legitimation of its legal

transaction and evidentiary power of the deed made before the PPATS as an authentic deed or privately

made letter since the nature of its form which only in the form of blanko/letter. This is also may affecting

Judge Decision to considerate the evidence of blanko/letter in the court. The research is using juridical-

normative methods by examining the legal principles and related law and regulations. This research is

discussing about legal transaction of land right with the evidence of Surat Perjanjian Jual Beli made before

the Head of Subdistrict (Camat) as PPATS shall also have the same evidentiary power as authentic deed
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made by PPAT. Result of this research is Surat Perjanjian Jual Beli categorized as privately made letter and

to be eligible and have evidentiary power, it needs additional evidence, such as testimony from witnesses,

and statement of no denial over the legal transaction.


